
a. bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 7 Pcrat uran Daer ah 
Ka bu paten Circbon Nomor 8 Tahun 2019 Lcnlang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Lelah 
diundangkan Pcraturan Bupati Circbon Nomor 64 Tahun 20 l C) 

i cntang Penjabar an Angg,1ran Pendapatan dan Bclanja Daer ah 
Tahun J\nggc.1rcrn 2020 scbagaimana Lelah beberapakali diubah , trr ak h ir 
dcngan Pcraturan Bupai.i Circbon Nomor 18 Tah un 2020 tcnt.ang 
Perubahan Kecrn pat atas Pcraturan Bupati Cirebon Nomor o4 
Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa mcnindaklanjuti pcmenuhan Rasionalisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Menteri Kcuangan 
Nomor 35/PMK.07 /2020 ten tang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pcnanganan Paridcm i 
Corona Virus Disease 2019 (Could 19) Dan/ A tau Mcnghadapi Ancaruan 
Yung Mern ba huvak an Perckonomian Nasional, maka pcrlu dilakukan 
pcnyesuaian pencr im aan pcndapalan dun bcla nja d acrah ; 

c. bahwa scsuai kcLcntuan Pa sal 160 ayaL (4) Pcr aturan Meriteri Dalarn 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 icntarig Pcdoman Pcngclolaan Kcuung.m 
Daer ah, sebagaimana tclah bcberapakali diubah, tcrakhir dcngan 
Pcratur an l\/lcnlcri Dalarn Ncgeri Norrior 21 Tahun 2011 Len Lang 
Perubahan Ked ua alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah. 
pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mcngubah per aturan 
kepala daerah tenlang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
h ur uf a, h u ruf b dun h u r uf c, m a ka perlu mcnclapkan Per at ura n 
Bu pati Lentang Pcrubahan Kelirna alas Per aturan Bupati Circbon 
Nomor o4 Tahu n 2019 ten Lang Pcnjabarun Anggaran Pcndapau.n clc1n 
Bclanja Daer ah Tahun .i\ngg,ir~rn 20-20; 

BUPATI CIREBON, 

DENCAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 64 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

TENTANG 

PER/\TUR/\N GUl).t\TI Cll~El30N 

NOMOI~ 28 TAHUN 2020 

NOMOR 3J TAHUN 2020 SERI .11 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Serita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupatcn Purwakarta dan Kabupatcn Subang dcngan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lcrn baran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 21); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tah un 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua Alas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

- 2 - 



Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
13. Pcraturan Pcrncrirrtah Nomor 23 Tahun 2005 tenlang Pcngclolaan 

Kcuangan Sadan Layanan Umum (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 450'.2), scbagaimana Lelah diubah dengan 
Pcrat.uran Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan alas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

I 5. Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten Lang Sistem Jnforrnasi 
Kcuang.m Dacruh (Lcrn bnran Ncgarn Rcpublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), scbagaimana telah diubah dengan Pcr at uran Pemcrintah 
Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Dacrah 
(Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/ Daer ah {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

18. Pcraturan Pcmcrintah Nornor ;, Tah u n 2009 tcntang Bantuan 
Keuangan kcpada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapakali diubah , 
terakhir dengan Peraturan Perncrintah Nomor l Tahun 2018 tent.mg 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
Lentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 

30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

11. Undang-Undang Nomor 
Pemcrintahan (Lembaran 
Nomor 292, Tambahan 
Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lcm baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tarnbahan Lernbaran 
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19. Peraturan Pcmcrintah Nomor 69 Tahun 2010 Lcntang Tata Cara 
Pcmberian dun Pcmanfaatan Inscntif Pcmungutan Pajak Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5161); 

20. Pcrat.uran Pcrncr intah Nomor 71 Tahun 2010 Len Lang Standar 
Akuritansi Pcmcrintahan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun '.2010 Nomor 123, Tambahan Lcm baran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5533); 

23. Pera tu ran Pemerintah Norn or 43 Tahun 2014 ten Lang Peraturan 
Pclaksanaun Unrlang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Dcsa 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahuri 2014 Nomor 123, 
Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539), 
scbagaimana Lelah beberapakali diubah, Lerakhir dengan Perat.uran 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 lentang Perubahan Kcdua alas 
Pcraturan Pcmeri ntah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lentang De sa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 632); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang 
Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana Lelah 
bcbcrapakali diubah , terakhir dcngan Peraturan Pcmerintah Nomor 8 
Tahun 2016 Len tang Per ubahan Ked ua Atas Pcrat urun Pcmcriru ah 
Nomor 60 Tahun 2014 tcnt.ang Dana Dcsa yang Bcr surnbcr dari 
Anggaran Pcndapatun dan Bclanja Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Norn or 57, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketcntuan Umum 
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daer ah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); 

26. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tah u n 2017 Nomor 73, Ta m bahu n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
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27. Pcraturan Pcmcri ntu h Nomor 18 Tuh un 2017 lcntang Hak Kcuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang St.andar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Kecamat an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6206); 

30. Pcrnt urnn Pcrnr-ri nt ab Norrior J:1 Tah un 2018 ten tang Pelaksanaan 
Tugas dan Wewcnang Gu bcr n u r sebagai Wakil Pcmcrintah Pu sat 
(Lcm baran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tarnbahan Lcrn baran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6224); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjarnan Daerah 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6:-323); 

34. Pera: ur.m Prcsidcn Nornor 16 Tah un 2018 ten tang Pengadaan 
l3arang/Jasa Pernerintah (Serita Negara Rcpublik l nclon csi.t 
Tahun 2018 Nomor 33); 

35. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 

36. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis 
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257); 

37. Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Po st.ur dan Rinciun Anggarun Pcndapatan dan Bclanja Negara 
Tahun Anggran 2020 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

38. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah scbagaimana telah diubah 
bcberapakali, tcrakhir dengan Pcraturan Mentcri Dalarn Negcr1 
Nomor 21 Tahun 20 I I te ntung Pcr uba han Kcd ua atas Peraturan 
Ment.eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 31 O); 
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pcdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumbcr Dari 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalarn Negcri Nomor 121 
Tahun 2018 tcntang Pcr u hahun Kccrnpat ata s Pcrat.uran Mcnt.cri 
Dalam Ncgeri l~epublik 1 ndonr sia Norn or 32 Tahun 2011 ten tang 
Pcdoman Pernbcrian Hibah dan Bant.uan Sosial yang bcrsumbcr dari 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacra h (Bcr ita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

40. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 52 Tahun 2012 tcntang 
Pcdoman Pcngelolaan lnvcstasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 754); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

42. Pera tu ran Mentcri Dalam Negcri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang 
Pcdoman Pcngclolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

43. Pcr.u uran Mcntcri Dal.un Ncgcri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tat.a 
Cara Pcnghit.ungan, Pcnganggaran Dalarn Anggaran Pcndapat.m cbn 
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Pcnyaluran , dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Part.ai 
Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

44. Pera tu ran Menteri Dalarn Negcri Nomor 79 Tahun 2018 lent.ang Sadan 
Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213); 

45. Pera tu ran Mentcri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Dacruh 
Tahun Anggaran 2020 (Ber it a Ncgc1ra Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 655); 

46. Pcraturan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 20 Tah un 2020 icntang 
Pcrccpatan Pcnanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Dacrah (Berit.a Negara Rcpublik l ndorie sia Tahun 2(Ll1) 

Nomor 249); 
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 tcntang 

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 
dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 
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54. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Serita Daerah Ka bu paten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A): 
sebagaimana telah beberapakali diubah, tcrakhir dengan Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempal 
atas Pcraturan Bupati Circbon Nomor 64 Tahun 2019 Len tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Serita Dacrah Kabupatcn Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri.A). 

Circbon 

Len Lang 
Cirebon 

52. 

ten tang 
Daerah 

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 
Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri S.6); 
Peraturan Dae rah Kabupaicn Circbon Nomor 8 Tahun 2019 
Anggaran Pcndupatan dan Bclanja Daerah Kabupatcn 
Tahun Anggaran 2020 (Lcrnbaran Dacrah Kabupatcn 
Tahun 2019 Nomor 8, Seri A); 

53. Perat.uran Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tcnt arig Tata Ca rn 
Pcrgcseran Anggaran Belanja (Bcri ta Dacrah Kabupatcn Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 54, Seri E.34); 

51. 

48. Pcraturan Men Leri Kcuangan Nomor 35/PMK.07 /'2020 ten tang 
Pcngelolaan Transfer kc Dacrah dan Daria Desa Tahun Anggarnn 2020 
Dalarn Rangka Pcnanganan Pandcmi Corona Virus Disease 2019 {Couid- 
19) dan/ a tau Menghadapi Ancaman yang Mcmbahayakan 
Pcrckoriornian Nasional (Bcr ita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07 /2020 lentang 
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 
Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pan demi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 379); 

50. Peraturan Dacrah Kabupatcn Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pcnyertaan Modal Daerah Kcpada Bank Pcmbangunan Dacrah 
.Jawa Baral, Perusahaan Daerah Air Minum dan Pcrusahaan Daerah 
Perkrcditan Rakyat (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Circbon Tahun 2007 
Nomor 14, Seri E.5), scbaguimaria tclah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupatcn Circbon Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pcrubah.in 
Atas Pcraturan Dacrah Kabupatcn Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Pcnyertaan Modal Daerah Kcpada Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Baral, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah 
Perkreditan Rakyat (Lernbaran Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 
Nomor 11, Seri E.4); 
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51.506.036.050,00 Rp 

52.485.932.032,00 
(979.895.982,00) 

Rp 
Rp 

3. Pernbiayaan : 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertam bah/ (berkurang) 
Jumlah Penerimaan setelah 
Peru bah an 

Rp 3.626.276.619.828,00 
Rp 59.849.392.814,00 

l~p 3.686.126.012.642,00 

2. Belanja : 
a. Sem ula 
b. Bertam bah/ (berkurang) 

.Ju mlah Bclanja sct.elah 
Peru bah an 

Rp 3.579.590.687.796,00 
Rp 56.029.288.796,00 

Rp 3.635.619.976.592,00 

1. Peridapatan : 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pcndapatan sctelah 
Pcrubahan 

Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daer ah Tahun Anggaran 2020 
scrnula berjurnlah Rp 3.632.076.619.828,00 berlambah sejumlah 
Rp 55.049.392.814,00 schingga menjadi Rp 3.687. 126.0 l 2.o42 .00 
dengan perincian sebagai bcrikui: 

Pasa! 1 

1. Ketentuan Pasal l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bcberapa kct.cm.uan dalarn Pera tu ran Bu pat.i Ci rcbon Nornor (J l 
Tahun 2019 unt ang Pcnjabnran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Serita Dae rah Ka bu paten Circbon Tahun 201 CJ 
Nomor 67, Seri A), sebagaimana Lelah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Pcraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Serita Daerah Kabupatcn Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri A), 
diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN 
BUPATI CIREBON NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN: 
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Rincian Perubahan Pcnjabaran Anggaran Pe nd apatan dan Belanja 
Daerah Tah un Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, Lcrcantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini, yang tcrdiri dari : 
1. Lampiran Ringkasan Pcrubahan Pcnjabaran APBD 
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD 
3. Lampiran Illa Pcrubahan Daftar Nama Pencrirna, Alamat dan 

Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Uang Yang 
Diterima 

4. Lam piran Illb Perubahan Daft ar Nama Pencrirna , Alamat dan 
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Barang Yang 
Ditcrirna 

5. Lampiran !Va Pcrubahan Dafi.ar Nama Penerima, Alamat dan 
Be saran Alokasi Bant uan Sosiul Dalam Bcrit u k 
Uang Yang Dit cri m a 

6. Larn piran !Vb Pcr ubahan Daft.ar Narna Pericrirna. Alamat clan 
Bcsaran Alokasi Bantuan So si al Dalam Bcnt.uk 
Barang Yang Diterima 

Pasal 2 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

b. Pengeluaran 
1) Scmula Rp 5.800.000.000,00 
2) Bert am bah/ (berkurang) Rp (4.800.000.000,00) 
.Jurnlah Pcngcluaran sctclah Rp 1 .000.000.000,00 
Pcrubahan 
.Jurnlah Pcmbiayaan nctlo Rp 50.506.036.050,00 
sctelah Perubahan 
Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00 
Anggaran setelah Pcrubahan 
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SERITA DAERAH KASUPATEN CIREI30N TAHUN 212:J NOMOR 38 SERI.A 

Diundangkan di Sumbcr 
pad a tanggal 1.) :- e i 2 ic'.~ 

IM RON 

ttd 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumbcr 
pada tanggal 18 Mei 2020 

pengundangan 
Serita Daerah 

mengelahuinya, memerintahkan 
dengan penempatannya dalam 

Agar seliap orang 
Peraturan Bupati 1111 

Kabupatcn Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Pasal 11 
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